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TENTANG

PEMANFAATAN HUTAN DAIY PEMT'NGUTAI\ HASIL HUTAI\

DENGA}T RAIIMAT TI'HAN YAI\IG MAIIA ESA

BTTPATI BUOL

: a, bahwa sumbpr daya hutan merupgk*an kaqnia Tuhan Yang Maha

Kuasa sehingga perlu dikelola secara bijaksana berdasarkan azas

manfaat dan be*elanjutan sesuai dengan fungsinya wnlk

menuqjang pembangunan Daerah.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan

Nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah sfrategis yang

dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan

tanamalr, pengendalian degradasi huun dan peningkatan

perekonomian Nasional termasuk perekonomian

didalam dan disekitar hutan melalui Deregulasi dan Debirckratisasi

yang dilandasi prinsipprinsip Good Governance dan pengelolaan

huun lestari.

c. bahwa potensi sumber daya hutan di Daeratr Kabupaten Buol

memiliki arti penting baik dari aspek konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya maupun aspek produksi hasil hutan

sebagai salah satu sumber penerimssn Daeratr dan pendapatan

c. bahwa berdasarkan pertimbailgau sebagainana dimaksud pada

huruf a" huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutar Hasil Hutan

di Kabupaten Buol.

: l. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3419);
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3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indouesia Tahun 1992 Nomor 115,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 1992 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaba Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu 1995 Nomor 74,

Tarrbnhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 1 );

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn

1997 Nomor 46, Tsmbaban Lembann Negara Republik Indonesia

Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengclolaan

Lingkungan Hldup (Lembaran Negara Republft Indonesia Tahun

1997 Nomor 6E, Tambahan Lembarau Negara Republik Indouesia

Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolnsi dan Nepodsme

(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahm 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

U.ndang:Undang Nomor- 4l Tahun 1999 tentaag Kehutanan

(Lembaran Negara Republft Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

Tambahau Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

sebagaimana telah diubatr dengan Undang-undang Nomor 19 tahun

2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahm 2004 tentang Pertrbatran atas Undang-

undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor a4l2);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembennrkan

Kabupaten Buol" Kabupaten Morowali dan Kabupaten Ba"ggd

Kepulauan (Lernbaran Negara Republtk Indonesia Tahun 1999

Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2000 rcnung Perubahan Atas Undang-Undeg
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Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tarnbahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ,1437),

Sebagairnana telah beberapa kali telah diubab, berakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (rmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undan5Undang Nomor- 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor,1438);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang luran Hak

Pengusaha Hutan Datr Iuran FIasil Hutan (Lembaratr Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 36) sebagaimana telah

diubah deneen Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 19g0

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1980 Nomor 31);

15. Perahmn Penrcrintah Nomor 33 tahua 1970 teatang pcreneanaan

Hutan (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 1970 Nomor

50, Tambaban Lembaran Negara Republik ludonesia Nomor
2945\:

16. Pcraturan Pcmerintah Nomor 28 Tahun l9g5 tentaag pcrlindungan

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g5 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3294);



17. Peraturan Pemerintatr Nomor 51 Tatrun 1998 tentaag Provisi

sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun

1998 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nothor 3759\

18. Peraturan Pemerintatr Nomor 2? Tatrun 1999 tentang Analisa

Mengenai DamPak Lingtungan;

19. Peraturan Perrerintah Nomor 34 Tahtrn 2002 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencaua Pengetolaan Hutaq Pemanfaatan Hutan

dan Penggrrnaan Kawasan Hutan;

20. Perattrran Pemerintah Nsmor-44 Tahun 20M tentang Perencanaan

Kehutanan;

21. Peruttrran Pemcrintah Nomor45 Tahun 2004 tentang Perlindtmgan

Hutan;

2L.Per*&nan Pemerintatr Nomor'6 Talrun 1999 tentang PengUsahaan

Hutan dan Pemugutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi

pembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 13,

Tambatran Lembaran Negara Republft lndonesia Nomor 3082);

23. Peraturan Pemerintatr Nomor-25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Peme'rintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom I

(Lembarau Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

24. Perattnan Pemer{ntah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan

Hutan (Lembaran Negara Republik Indouesia Tahun 2007 Nomor

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor

a696);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Antara Pemerintab, Pemerintah Daerah Propinsi dqn

Pemerintatr Daerah Kabupaten/I(ota

26. Pcrattran Pemedntah Nomor' 3 Tahtrn 2008 tentang Pcnrbahan

Atas Perattran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata

Hutan dar Penyusuuan Rencana Pengelolaan Hutaq Sera

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 16, Tambalun Lembaran Negara Republik Indouesia

Nomor4814);



27. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana

Reboisasi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1990

Nomor 99) sebagaimana telah diubatr beberapa kali diubatu

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun L997

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1997 Nomor 99);

Dongan Porcotujuan Borsama

BT]PATI BUOL

Drn

DEWAII PERWAKILAI\I RAKYAT KABT]PATEN BUOL

Menetapkan:

MEMUTUSKAIY:

PERATURAN DAERAH TEI\FTANC FEMANFAATA}I HTIfAI\I

DAI\[ PEMT]NGUTAN IIASIL IilTTAI\I.

BAB I
KETENTUAI{ TJMTJM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah iti y*g dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai uffiltr
penyelenggara Pernerintahan Daeratl

3. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daeratl beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain

scbagai Badan Eksckutif Dacrah.

KepalaDaerah adalah BuPati Buol.

Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr yang selanJutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daeratt

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh pemerintah

Da€rah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retibusi Daerah

sesuai dengan perafiran Perundang'undangan yang berlaku.

Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Buol.

Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutauan Kabupaten Buol.

Kehutanan adalatr system pengurusan yang benangkut paut dengan kawasan hutan, hutan

dan hasil hutan yang diselenggarakan secara tetpadu .

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan berisi Sumber daya alam

bayati yang didomiuasi olehpepohor+n dalam persekutuan alam dan tingFungannya-
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24.

25.

26.

27.

produksi antara lain berupa rotan, madu" buah-buaha& getah-getahaq tanaman obat-obatan"

untuk jangka waktu dan volume tertentu.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani atas hak tanah.

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada -nah y6g dibebankan atas bak taualI.

Hutan Kemasayarakatan adalah Hutan Negara yang Pemanfaatan utamanya ditujukan untuk

memberdayakan masyarakat.

Hutan Desa adalah Hutan Negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa

dan dimanfaatkan untuk keseiahteraau desa

28. Hutan adat adalah Hutan Negara yang berada pada wilayah masyarakat hokum adat.

29. Htrtarl Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai frmgsi pokok memproduksi hasil

hutan.

30. Hutan Lindung adalah adalah kawasan hutan yang mempunyai frrngsi pokok sebagai

perlindungan system penyangga kehidupan unh& mengatur talt^ N, mencegah banjir,

mengeudalikan erosi mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan r"nah.

31. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi

pokok pengawetan keanekaragaman tuubuhatr dan satwa serta Ekosistemnya yarg iuga
berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.

32. l'real Penggunaan Lain adalah areal diluar Kawasan Hutan yang dipenrntukkan bagi

keperluan pengembangan di luar bidang kegiatan kehutanan.

33. I?in Pemanfaatan Kayu yang selanjuhya disebut IpK sdahh iziu

pengangkutan. dan penebangan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan untuk keperluan

Non Kehuunan.

34. Dana Reboisasi (DR) adalah dan yang dipungut dari pemegang ILIPHHK, IPHHK dan IpK
dalam rangka Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan.

35. Provisi sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti

dlai iffrirsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutau

36. Retribusi izin usaha Pemanfaatan Hasil Kayu/Bukan Kayu dan izin usaha pemanfaatan

llasil Hutan Bukan lGyu qdqirh pugutan yang dikenakan kepada oemegang i.,in atas suatu
kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali spade saat izin tesebut diberikan.

37. Retibusi izin pemungutan Hasil Hutan lGyu/Bukan tkyu dan izin pemanfaatan Kayu
arlalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan perizinan yang dilakukan s661 izin t€rs€but
dib€rikan-

38' Koperasi masyarakat setempat adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang a&u
badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan aras
azas kekeluargaan.



BAB TI

AZAS DAI\[ TUJUAI\I

Pasal 2

Pemanfaatan Hutan dan Pemungrrtan Hasil Hutan dilaksanakan berdasarkan atas 4z*rs

rasionalitas, optimalitas, kelestarian hutan dan keseimbangan firngsi ekosistem dengan

memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Pesal 3

-Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dengan tujuan uufuk mewujudkan keberadaan

sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, soial dan ekologi

yang optimal dan lestari serta menjamin disnibusi manfaat secara adil dan merata, khususnya

kepada masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan.

BAB III
PEMANT'AATAI\I HUTAII DAIY PEMT'NGUTA}I HASIL HUTAI\{

Bagian Kesatu

Pemanfrrtan Hutrn

Pasal4

(l) Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan melalui kegiatan

& Pemanfaatan Kawasan;

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

c. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; dan

d. Pemunguun Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

@ Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan

Hutau Koruervasi kecuali pada Cagar Alau, Zona Rimba dan Trina Inti dalam Ta6au

Nasional.

Bagian Kedua

Pemanfratan Hutan Prda Hutan Produksi

Pasal5

(1) Pada Hutan Produksi dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip untuk mengelola hutan

lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.

@ Pemanfaaun Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan

antara lain melalui :

a. Usaha Pemanfaatan Kawasan;

b. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

c. Usaba Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam;

d. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman;



€. Pemungutan Hasil Hutan Kap dalam Hutan Alam;

f. Pemungutan Hasil Huun Bukan Kayu dalam Hutan Alam; dan

. g. Pemungutan Hasil Hutan Bul€n Kap Dalam Hutan Tanaman.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung

Pesal 6

(l) Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dapat dilatokan melalui kegiatan :

a. PemanfaatanKawasan;

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungaq dan

c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

(2) Dalam Blok Perliudungan pada hutan Lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan

hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini.

Bagian Keempat

Peuranfaatan Hutan Prda Hutau Konsewasi

Pasal 7

Pada Hutan Konservasi, Pemberian izin pernanfbatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3, Pasal 4 ayat(l) dan ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERIZINA}I PEMANFAATAIY HUTAIY DAI\T

PEIVTTJNGUTAIY IIASIL IIUTAIT

Bagirn Kesatu

Perizinan Pemanfaatan Hutan

Pasd E

(l) Pemberian izin pemanfaatan hutan dapatdilakukan melalui pemberian :

u Izin Usaha Pamanfaatan Hasil HuUn Bukan Kayu (ruPHHBK);

b. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);

c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);

d. Izin Usatra Pemanfaatan Kawasan (IUPK); dan

e. rzin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).

(2) Perizinan pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi sebagaimana pada ayat (l) Pasal

ini.

(3) Perizinan pemanfaatan hasil hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui pemberian:

a- Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (I[JPK);

b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (ILIPJL); dan

c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).



Bagian Kedua

Pemungutau Hrsil Hutan

Pasal 9

(l) Pemungrrtan hasil hutan pada hutan produksi meliputi :

a. Pemungutan hasil hutan kayudalam hutan alarn;

b. Pemungutan hasil huUn bukan kayu dalam hutan alam; dan

c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan Tanaman.

(2) Pemuugutan hasil hutan pada hutan liudung yakni pemungutan hasil hutan bukan kayu

sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-undangan.

BAB V

IZIN USAIIA PEMANFAATAI\T HASIL HUTA]\I BT]KAI\I I(AYI]

Bagian Kesatu

Pemberian lzin

Pasal1.0

(l) Areal huan yang dapat diberikan IUPHHBK adalah kawasan hutan produksi yang belum

dibebani hak yang sama dan memiliki potensi yang cukup dengan inventarisasi serta telatr

memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Analisis Mengenali Dampak Linglungan

(AMDAL). Dan/atau upaya pengelolaan lingkungan / upaya pemantauan lingkungan

(uKL/uPL).

(2) Lrras areal kerja IUPHIIBK sebagaimana dimatrsud pada ayat (l) pasal ini dibatasi

maksimum 5000 Qima ribu) Hektar, dengru jangka waktu paling lama 5 (i*a) tatnn.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasat ini dapat diperpanjang sesuai

dengan prosedur Peraturan Perundang-undaugan yang berlaku.

Pasal 11

(l) IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada pasal l0 dapat diberilcan kepada :

&. Badan Usaha Milik Nega,ra Swas&a Indonesia;

b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan

c. Koperasi.

@ Sedap Pemohon IUPHI{BK hanya dapat diberikan maksimum 1 (satu) izin diwilayah

Kabupaten Buol.

(3) Tata cara permohonan dan pemberian IUPHIIBK sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peratwan Bupati/lceputusan Bupati.
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(l)

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 12

(l) Pemegang IUPHHBK beftak melaksanakau kegiatan usabanya sesuai dengan Rencana

Keda yang telatr di satrkan oleh Kepala Dinas.

(2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasat ini merupakan dasar dalam

pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang meliputi

penebangan/pemanfaatarL pengangkutan dan pemasaran sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Pemegang IUPHIIBK wajib melaksanakau pengayaan/penanarnan pada lokasi bekas

tebangan yang pennudaannya kurang.

(2) Melaksanakar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatrrr sesuai

dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap pemegang IUPHHBK wajib membayar:

a Iuran izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan K"yo;

b. Provisi Sumberdaya Hutan (PSD[D; dan

c. Retribusi komuditi hasil hutan.

Pemegang IUPHHBK wajib menyediakan dana jaminan kinerja sebagai jaminan untuk

melaksanakan usatra pemanfaatan hutan secara lestari.

Tata cara pembayaran dan pemungutan sebagaimana rlimaksud pada ayat (l) pasal ini dan

penyediaan dana jaminan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Pemegang IUPHIIBKwajib membuat Rencana Kerjayangterdiri dari :

a. Rencana Kerja 5 0ima) atau disingkat RKL; dan

b. Rencana Kerja Tahunan atau disingkat RKT.

@ Selain kewajiban sebagainiana dimaksud pada pasal 13, 14 dan 15 ayat (1) pemegang

, IUPHI{BK diwajibkau pula untuk uelaksanakan ketentuan sebagai berikut :

a. Melaksanakan penataan batas areal kerja dalam penataan hutan;

b. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berdasarlcan

rencana kerja serta mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku;

c. Memberdayakan masyarakat desa sekitar hutan daq atau didalanr hutarU

Q)

(3)

L'.



(l)

(2)

Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan yang didasarkan pada rencana kerja datam

wakfu 90 (Sembilan puluh) hari sejakterbit surat keputusan IUPHHBK;

Mentaati segala ketenhran yang berlaku dibidang pemanfaaan hutan sesuai dengan

ketentuan Peratumn Perundang-undaugan yang berlaku;

Mempekerjakan secukupnya tenaga professional dibidang hasil hutan bukan kanr dan

tenaga lain yang memennhi persydratan sesuai dengan kebutuhan; dan

Menatausahakan IUPHHBK dengan baik sesuai dengan ketentuan standar hukum yang

berlaku.

Bagian Ketiga

Hapusnyr Izin

Pasal 16

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu hapus karena :

a. Jangka waktu yang diberikan telah beraktrir;

b. Disetahkan kembali oleh pemegang IUPFIHBK kepada Pemerintah Daerah sebelum

jangk" waktu berakhir; dan

c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakar pada pemegang

IUPHIIBK atas pelanggaran yang dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

Hapusnya IUPHHBK atas dasar ketentuar ayat (1) pasal ini tidak membebaskan

kewajiban pemegang IUPHIIBK untuk :

a- Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan

oleh Pemerintatr Daerah;

b. Menyeruhkan tanpa syarat atas benda bergetak yang milik Badan Usaha Milik Swasta,

Badan Usaha Milik Negar4 Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi apabila belum

memenuhi kewajiban kepada Negara/Daerah; dan

c. Melaksanakan semua ketentuan yang telah diteapkan dalam rangka berakhirnya

IUPHHBK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang be4aku.

BAB W
TZIN PEMUNGUTA}I HASIL HUTAIY KAYU

Bagian Kesatu

Pemberlan Izin

Pasal lT
Arcal hutan yang dapat diberikan IPHHK adalah kawasan hutan produksi yang belum

dibebani hak yang sama dan memiliki potensi hasil hutan kayu sesuai hasil inventarisasi.

Luas areal kerja IPHHK sebagaimana dimalaud pada ayat (l) pasal ini dibatasi

maksimum 100 (seratus) hektar, dengan jangka waktu paling lama I (satu) tahrur.

12



(1)

Q)

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang sesuai

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(l) IPHHK sebagaimana dimakzud pada pasal 17 dapat diberikan kepada kelompok tani atau

koperasi masyarakat yang berada didalam atau disekitar hutan tersebut.

(2) Setiap pemohon IPHHK hanya dapat diberikan maksimum 2 (dua) izin pada lokasi yang

berbeda di wilayah Kabupaten Buol.

(3) Tata cara permohonan dan pemberian IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan Kepala Daerah.

Bagien Kedue

Hak dan Kerajibrn Pemegang lzin

Pasal 19

Pemegang IPHHK berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu

sesuai dengan nencana kerja yang telah di sahkan oleh Kepala Dinas.

Reucana kerja sebagaimana dimakzud pada ayat (l) pasal ini menjadi dasar melaksanakan

kegiatan pemungutan / penebangan ka)nt pengangkutan dan pemasaran sesuai dengan

ketentuan peraturatr Perundang-undangan yang berlaku.

Pesal 20

(l) Setiap pemegang IPHHK wajib membayar:

a. Retribusi izin pemungutan hasil hutan k y,r;

b. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH);

c. Dana Reboisasi; dan

d. Retribusi komuditi hasil hutan

(2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini dilalcsa$akan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yatrg

berlaku.

Pasal 21

(1) Pemegang IPHHK wajib membuat rencana kerj-a pemanfaatan hasil pemungrrtan kayu

oleh instansi kehutanan setempat secara proporsional.

@ Melaksanakan kegiaun pengamfian hutatr di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran

hutan serta perambahan hutan.

(3) Melakukan kerjasatna dengan iudusui pengolahan kayu lokal dalam rangka pemanfaatan

hasil produksinya.

13



Bagian Ketiga

HrpurnYa lzin

Pssal 22

(1) Izin Pemanfaatan Hasil Hutar Kayu hapus karena :

a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.

b. Diserahkan kembali oleh pemegatrg IPHHK kepada Pemerintah Daetah sebelum

jangka waku berakhir.

c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegqng IPHHK

sebagai sanksi pelanggaran menurut ketentuan p€raturan perundang-undangan yang

telah diteupkn.

@ Hapusnya IPHHK atas dasar ketentuan a}at (l) pasal ini tidak membebaskan kewajiban

pemegstrg IPHHK utrtuk :

a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan

oleh Pemerinuh Daerab; dan

b. Melaksanakan semua ketentuan yang telatr ditetapkstr dalam rangka Ueramimya

IPHHK.

BAB VII

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAII BTJKAI\IKAYU

Bagirn kesatu

Pemberhn izin

Pasal 23

(l) Areal hutan yang dapat diberikan IPHHBK adalah kawasan hutan produksi dan kawasan

hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama dan memiliki potensi yang cukup

sesuai.

Luas areal kerja IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini dibatasi

maksimum 100 (seratus) hektar, dengan jangka waktu paling lama I (satu) tahun.

Jangka waknr sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang sesuai

dengan prosedur dan ketentuatr pera$rEn perundang-undangan yaug berlaku

Pasal24

(1) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dapat dibedkatr kepada perorangan,

kelompok tani atau koperasi masyarakat yang berada didalam atau disekitar hutan

tersebut.

(2) Setiap pemohon IPHHBK hanya dapat diberikan maksimum 2 (dua) izin pada lokasi yang

berbeda di wilayah daerah.

(2)

(3)

t4
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(3) Tata cara permohonan dan pemberian IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/IGputusan Bupati.

Brgiln Kedua

llek drn KewrJiben Pemegang Izin

Pasal 25

(l) Pemegang IPHHBK berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu

sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan oleh Kepala Dinas.

@ Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ay* (l) pasal ini meqiadi dasar melaksanakan

kegiaan pemungutan/penebangan kayrl' pengangkutan dan pemasaran sesuai dengan

pefanran perundsng-undangan yang berlaku.

Pagal26

(l) Setiap pemegang IPHHBK wajib membayar:

a. Retribusi izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan

b. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).

Q) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal id dilaksannku sesuai peraturatr perundang-undangan yang berlaku

Pasrl2T

Pemegang IPIIHBK wajib membuat rencana kerja yang disahkan

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 25 dan 26 ayat (l) pada peraturan

daerah ini meliputi:

a. Melaksanakan penataan batas areal kerjq

b. Melaksanakan kegiatan-keglatan pemungutan hasil hutan bukan kayu berdasarkan

rcncana kerja dan mentaati segala ketentuan peratuan perundang-ndangan dibidang

kehutanan;

c. Melaksanakan kegiatan permudaan / pemeliharaan pada areal bekas pemungutan

dengan pengayaan dan penanaman;

d. Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan

kebakaran hutan sefta perambahatr hutaq darr

e. Melakukan kerjasanra dengan indushi pengolahan kayu lokal.

Bagian Ketiga

Hapusnya Izin
. Pasal 28

(1) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu karena :

a Jangka waktu yang diberikan telah berakhir:

(1)

Q)



b. Diserabkan kembali oleh pemegang IP1IHBK kepada Pemerintah Daerah sebelum

jaugka waktu berakhir; dan

c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang IPHIIBK

sebagai sanksi pelanggaran metrurut ketentuan peratunul perundang-undangan yang

telah ditetapkan.

@ Hapusnya IPHHBK atas dasar ketentuau ayat (l) pasal id tidak Eembebaskan kewajibatr

pemegang IPHIIBK unnrk :

a- Melunasi seturuh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah; dao

b. Melalcanakan semua ketetrtuan yaug telah ditetapkatr dalam rangka berakhirnya

IPHIIBK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BABVIII

IZIN USAIIA PEMANT'AATAI\i KAWASAI{ OT]PK)

Bagian Kesatu

Pasal 29

(l) Areal hutan yang dapat diberikan IUPK adalah kawasan hutan produksi berupa hutan

mangrove, Hutan Raw4 Hutan tanah kering dataran tinggi dan kawasan hutan liadung

yang dibebani hak yang sama berada di dalam wilayah adminishasi pemerintah daerah

setelah memenuhi kewajiban dibidqng pengendalian lingkungan.

(2) Areal kerja IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini lainnya dapat diberikan 2

(dua) buah izin kepada setiap pemohon.

(3) Tata cara permohonan dan pemberian IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini

diatur lebih la4iut dengan Peraturan Bupati/IGputusan Bupati.

Posal 30

(l) IUPK sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 dapat diberikan kepada

perorangaq kelompok tani atau koperasi masyarakat setempat yang berada didalam atau

disekitar hutar

@ Luas areal kerja IUPK dimaksud pada ayar (l) pasal ini dibatasi, maksimum 5 (lima)

hektar, untuk perorangan dan untuk koperasi maksimum 50 (lima puluh) hektar.

Pesal 31

(l) Pemegang ItiPK dapat mengembangkan jenis usaha pada areal ke{a berupa kegi-atan

budidaya jamur, budidaya tanamrm obat (herbal), budidaya tanaman hias, budidaya
tanamatr pangan, budidaya perlebaban dan penangkaran satwa,

@ Pengembangan usaha budidaya sebegsimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini tidak
merubah fingsi lowasan huun poduksi.
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(1)

Q)

Begian Kedua

Hak dan KewaJlban Penegrng Izin

Pagal32

IUpK diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahrm dan dapat diperpanjang

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

ApabilaIUPKsebagaimanadimaksudpadaeyat(1)pasatinitelahberakht'm:kiizin

dapatdiperbahanrikepadapemegangizinlamayangmemilikikinerjabaikataudiberikan

kepada pemohon lain'

Pasd 33

(1) Setiap pemegang IUPK wajib mernbayar Retribusi izin usatra Pemanfaatan kawasan dan

pungutan lain Yang sah.

a)PemegangIUPKwajibmembuatRencanaKe{aTahunandisabkatrolehKepalaDinas
Kehutanan.

(3) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimaua dimaksud pada ayet (1) pasal ini diatur lebih lanjut

dengan kePutusan KePala Daerah.

Pasal 34

selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) pernegang ILIPK wajib

melaksanakan keteirtuan sebagai berikut :

a- Melaksaffkan peMtaan batas ared ketju

b. Melaksanakan kegiatan budidaya berdasarkan rencana kerja yang telah disahkan dan

mefltaati segala ketentuan peraturan perundang-utdangan yaflg berlaku; dan

c. Melaksanakan kegiatan p€ngarnrman hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran

hutan serta perambahan huun.

Bagien Ketiga

Hapusnya Izln

Pas&l35

(l) Izin Usaha Pemanfadan Kawasan haprrs karena :

a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;

b. Diserahken kembali oleh pemegang IUPK kepada Pemerintah Daetah sebelum jangka

waktu berakhir; dan

c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang ILJPK

sebagai sanksi pelanggaran yang dilakukan menurut ketentuan peraturan

undangar ysug telah ditetapkaL

t7



(2) Hapusnya ruPK atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban

petnegang IUPK untuk :

a Melunasi seluruh kewajiban finansiat serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan

oleh Pemerintah Daenh: dan

b.MalaksanakansemuaketentuanyangtelahditetapkandalarrrrangkaberakhimyaIUPK

sesuai dengan ketentuan peraflfian Perundang-undaflgan yang berlaku'

BABD(

IZIN USAHA PEMANX'AA'TAI\{ JASA LINGKUNGAI\

Prsal36

(l)Arealhutanyangdapatdiberikanll.JPJLadalahkawasanhutanproduksibenrpahutan

matrgrove'HutanRaw4Hutaltanahkeringdatarantinggidankawasanhutanlindung

yang belum dibebani hak yang sama berada didalam wilayah administrasi pemerintah

daerah setelah memenuhi kewajiban dibidang pengendalian lingkungan'

Q) Luas Areal kerja IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan jenis

usaha p€manfaatan jasa tingkuagan yang dikembangkan'

Prsal 37

(1) IUPJL sebagaimana dimakzud pada pasal 36 ayat (l) dan ayat (2) dapat diberikan

kepada:

& peroranga4 kelompok tani at u koperasi masyarakat s€tempat yang berada di dalsm

atau di sekitar hutan;

b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daeralu atau

c. Badan Usaha Milik Swasta

(2) Areal kerja IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasel iui hanya dapat diberikatr 2

(dua) buah izin pada setiap orang.

(3) Tata cara pennohonan dan pemberian IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal

ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/I(eputusan Bupati.

Pasal 38

(l) Pemegang IUPJL dapat mengembangkan jenis usaha pada areal kerja yang meliputi

pemanfaatan air, usaha wisata alarn/reheasi, usaha perburuan satwa liar, 'sahn 616fu6g6

trnutrgan, usaha dalam taryka pembinaan mental dan fisik. usahn sarfaftrade dan usaha

penelitian.

(2) Pengembangan usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
pasal ini tidak merubah fungsi kawasan hutan produhsi dan hutan lindung.
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(1)

Q)

Pasel 39

Janglca ruPJL diberikan berdasarkan jenis pengelola usaha pernanfaatan jasa lingkungan

dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah berakhir, mpka izin

dapat diperbatrarui kepada pemegang izin lama yang memiliki kinerja baik atau diberikan

kepadapemohon lain.

Pesel 40

Setiap pemeg,ang IUPJL wajib membayar reEibusi izin usaha pemanfaatan jasa

lingkungan dan pungutan lain yang sah.

Pemegang IUPJL wajib membuat Rencana Ke{a Tahunan disahkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan.

Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dfunaksud pada ayat (l) pasat ini diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pesel 41

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal

melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

a- Melaksanakan penataan batas areal kerja;

40 ryat (l) pemegang ttJPJL wajib

b. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa linghmgan berdasarkan (€ncana kerja dan

mentaati segala ketentuan peraturan perundang-uudaugan yang berlaku di bidang

kehutanan; dan

c. Melaksanakan kegiaun pengamanan hutan diareal kerjanya dan pencegahan kebakaran

hutan serta perarnbatran hutan.

Pasal 42

(l) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan hapus karena :

a Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;

b. Diseruhkan kembali oleh pemegang IUPJL kepada Pemerintah Daerah sebelumjangka

waktu berakhir; dan

c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang IUPJL.

@ Hapusnya IUPJL atas dasar ketentuan ayat (l) pasal ini tidak membebaskan keuajiban

pemegang IUPJL untuk:

&. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah; dan

b. Melaksanakan s€mua ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka Uerakhirnf

ILIPJL sesuai dengan ketentuan peraturar Perundang-uudangan yary berlaku.

.(r)

(2)

(3)
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(l)

BAB X

IZIN PEMANFAATAIY KAYIJ

Bagian Kesatu

Pasal43

Areal hutan yang dapat diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah hutan yang

menurut peta rencana tata wilayah merupakan Areal Penggunaan Lahan (APL) dau/atau

kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan pelepasan dari Menteri KehuUnan dan

dicadangfuan oleh pejabat yang berwenang sebagai lokasi untuk pembangunan diluar

bidang kehutanan.

IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan oleh Kepala Daerah deugan jangka

waktu I (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perahran penmdang-

undangan yang berlaku.

Ketentuan dan tata cara pennohonan dan pemberian IPK diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati/lGputusan Bupati.

Pasel 44

Pemanfaatan kayu dari areal IPK yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan diluar

bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayx(l) diberikan prioritas kepada

pemegang IPK.

Prioritas pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini dibatasi untuk

jaryka waktu I (satu) bulan bagi pemegang IPK uutuk menyatakan kesanggupanuya

melaksanakan kegiatan tersebut secara nyata baik dari aspek penyelesaian administrasi

mauputr persiapan fisik di lapangan.

Bagian Kedue

Hak den Keweiiban Pemegang rzin

Pesal 45

(1) Pemegang IPK berhak melaksanakan kegiatan penebangan, pengangkutan, pemasaran

terhadap seluruh potensi kayu Innd Cleoring sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.

(2) Pemegang izin pemanfaatan kayu wajib membayar :

a. Retribusi izin pemanfaatan hyu;

b. Menyediakau garansi Bank dengau nilai sebelum volume kayu yang akan diizinkan;

c. Provisi Sumberdaya Hutan (PSD[D; dan

d. Dana Reboisasi; dan

e. Retribusi komuditi hasil hutan.

(3) Tata cara pengeman dan pembayaran atas p€mungutsn sebagaimana dimalsud pada ayat

(2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Penrndang-udangan yang

berlaku.

(2)

(3)

(t)

(2)



Pasal 46

o)PemeganglPKwajibmembuatBagarrKerj-aretrcanapemanfaatarrkayu.

@ Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2), pemegang IPK'

diwajibkan pula melaksanakan ketentran sebagai berikut :

a. Melaksanakan penataan batas areal IPK;

b. Melaksanskan kegiatan-kegiaun pemanfaatan kayu berdasarkan bagan ke{a yang

telah disahkan oleh Dinas kehutanan;

c. Melaksanakan kegiatan nyata ditapangan UerOasartcan lencatra kegiaUn yary

tercantumdalamproposalyangtelahdisatrkanolehinstansiyangberrrenangpaling

tambatl50(seratuslimapuluh)harisejakterbitnyasuratkeputusanizinpemanfaatan

k"Yo;

d. Meyediakan kayu produksi IPK nininat l0 % (sepuluh) persen untuk keperluan

bahan baku industri pengolahan kayu lokal; dan

e.Melaksanakarrkegiatanperlindunganhutandanpencegahankebakararrhutandiareal

kerjanYa

(3)PemeganglPKwajibmengelolaarealkerjanyaberdasarkanproposalyangtelahdisahkan

serta men*ati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Bagian Ketiga

Ilepusuya Izin

Pesel 47

(1) Izin Pemanfaatan Kayu hap-us karena:

a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;

b. Diserahkan kembali olbh pemegang IPK kepada Pemerintatr Daerah sebelum jnngta

waktu berakhir; atau

c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang IPK

sebagai sanksi pelanggaran pelanggaran menurut ketentuan p€raturan perundang-

undangan Yaug telatr ditetaPkan.

(Z) Hapusnya IPK atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban

pemegang IPK untuk :

a- Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah; dan

b. Malaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK

sesuai dengan peraturan Penrndang-undangan yang berlaku.
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BAB XI

PEMBINAAI\

Pasal43

o) Kepata Daeratr melatui perangkat daerah otonomi sestrai tugas pokok dan fingsinya

melalcukan pembinaan merupakan pengawasan bimbingan dan penyuluhan terhadap

pelaksanaanperizinanpemanfaatandanpemunguunhasilhuundidalamwilayahdaeratL

a)PemegangranPemanfaatanHutanhasilhutanwajibmembanfupenyediaan-penyediaart
kepada petugas yang ditunjtrk guna kelacaran pelaksaraan tugas' sebagaimana dimaksud

Pada aYat (l) Pasal ini'

BAB )ilI
SAIqKSI

Pcsal 49

(l) Perizinan pemanfaatan hutan dan pr[rgutan hasil hutan dapat dicabut apabila :

a.Tidakmelaksanakankegiatansecaxianyatadilapangandalamjangkawaktuyangtelatt

ditetaPkan;

b.Memindahtangankanizinkepadapihaklaintanpap€rsetujuandariKepataDaerahdan

Pejabat berwenang;

c. Tidak membayar kewajiban finansial dan atau pungutan lain yang sah dalam jangka

Yang telah ditetaPkan; dan

d. Tidak mengidahkan peringatan terrulis yang telatr dibwerikan sebanyak 3 (Tiga) kali

beturut-tunrt oleh instansi yang benrenang'

@Perizinanyangtelahdicabutsebagaimanadimaksudpadaayat(l)pasalinitidakdapat
diperbahami kembali oleh pemegang izin'

(3) Pengenaan sanksi eksploitasi hutan yang dilalrukan oleh pemegang izin dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BAB )ilTI

KETENTUAI\I PERALIHAN

Pasd 50

penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dan pungrrtan hasil hutan dalam wilayah daerah,

baik izin yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan

perundang-undailgan yang berlaku maupuu perrrohouan izin yang maqih dalam pntses segera

menyesuaikan dengan peraturan daeratr ini.
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Pasd 51

Dengan berlakunya Peraturan Daera' ini, maka Peraturan Daerah Nomor 31 Tah.n 2002

Tentang pemanfaatan Hutan dan pemungutan hasil hutan (*mbaran Daerah Kabupaten Tahun

2002Nomot31)dicabutdandinyatalcantidakberlakulagi.

BAB XIV

KETENTUAI\ PEI\IUTUP

Prsal 52

Hat-hal yang belum diatur dalam perufimn Daerah ini, sepanjang mengenai telnis

.pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Ikputusan Bupati'

Pasd 53

Peraturandaerahinimulaiberlakupadatanggatdirrndangkan.

Agar setiap ofilog mengetahuinya" memerintahkan pengwrdangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol'

Ditetapkandi Buol
padatanggal 1S Agushs 2009

LEMBARAN I}AERAH KABT'PATEN BUOL TAHT'N 2OO9 NOMOR 10
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PENJELASAN

PEBATI-IBAN DAERATI IIIUII-IPATEN BI-TOL

NOMOR TAg[lN2oo9

TE}ITANG

PNIIANTAATAN T{IITAN DAN PUUT-NGT-IIAN ILASIL HT'ITAN

PENJELASA}'I UMUM

Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tairun 1999 ientang pemerintah Daerah pada

pasat r0 bahwa Daerah berwenang mengerolah sumber Daya Nasional yang tesedia di

w'ayahnya dan bertanggungiawab memelihara kerestarian linglcrmgan sesuai dengan

pe*fiuan Perundang-undangan 
yang berlaku, dengan demikian pemerintatr Kabupaten

sesuaidengankewenangarrnyaberhakuntukmengaturdanmengunrspemanfaatan

sumberdaya aram. yang te*edia di Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dengan azas

manfaatan Yang lestari'

Hutan adala' merupakan karuania dan amat Tuhan Yang Maha Esa yang dapat

memberikan manfaat serba guna bagi manusia, karena wajib disyuhui dan dimanfaatksrt

secara optimal serta dijaga kerestadannya 'ntuk 
sebesar-besarnya kemaMuran rakyat'

Pemanfaatan hutan s€rta pemungutan hasil hutan perlu dilalnrkan secara rasional

terencaua, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan daya dukungpya

serta memperhadkan kelestarian lingkungan hidup sehingga manfaat yang diperoleh akan

optimal, efektif dan efesien baik dari segi ekonomi, ekologi ruaupun nanfaat social'

Undang.undangNomor4lTatrunlgggTentangKehutanantelalrmenetapkanbahwa

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutsn yang bernrjuan untuk memperoleh

manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seruruh masyarakat secara berkeadilan dengan

tetap menjaga kelestariannYa-

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat betapa pentingnya upaya

pelestarian sumber daya hutan maka diperlukan adanya landasan kerja serta landasan

hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan dan

pemunguum basil hut n datam witayrh lkbupaten Buol yang perlu ditetapkan dengut

Peraturan Daeratl
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tr. PENJELASAi\ PASAL DEI\[ PASAL

Pasal 1

CukuP jelas'

Pasal 2

yang dimaksud azas rasionalius adalah azas yang dapat diterima dan dapat

dilaksanakan'

AzasoptimalitasadatahpemanfaatansesuaidengandayadrrlcunghutEn.

Azas Kelesatarian hutan dan keseimbangan fi[rgsi ekosistem adalah bahwa

pemanfaatan hutan tetap memperhatikan linglcungan'

Pasal3 s/d 45

CukuP jelas

Pasal 46 ayat (1)

YangdimaksuddenganLandClearingadalahpembersihanlabf,I'.

Pasal 47 sld54

CukuP jelas

/
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